
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
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iABPP Kupang,

1 991 031 001

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
SO P Penan gan an'S*ffiF.tq#flformas i P u bI i k

Dasar Hukum Kualifll€sl DolaK$ana
l. Undang-unOang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200g Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi publik

4. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik
5. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik
6. Permentan No.45 tentang Organisasidan lata Kelola UPT Pelatihan Lingkup BPPSDMP
7. Permentan No.32/Permentan/OT.14OtOl2O11 Tentang Penjelasan dan Pelayanan lnformasiPublik
{i lingkungan Kementerian pertanian
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MenguasaiUU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP
Mampu menganalisa suatu informasi publik

Bisa mengoperasikan komputer

i(eterkaltan Peralatanloerlenokapan
1. SOP Bidang tT
2. SOP Pelayanan lnformasi
3^ SOP Permohonan lnformasipublik

1. TORIROK/DIPA
2. Berkas Kefengkapan
3. Komputer dan perlengkapannya
4. ATK

Feringatqn Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan mat<a t<e.qiatan petq



lnformasi Publik

as permohonan

iri fotocopy/scan

identitas diri (NlK)

Formulir Pengajuan Keberatan

Publik yang tersedia di meja

website dan dapat diunduh, (2)

Fotocopy atau scan identitas diri (NlK) dari

yang mengajukan keberatan

Pada hari dan jam

kerja, maksimal 10

(sepuluh) hari kerja,

permohonan

i teregishasi

keberatan secara tertulis

Atasan PPID Pembantu dalam

10 (sepuluh)hari kerja, sejak

informasi teregistrasi.

Tanggapan tertulis dari

atasan PPID Pembantu

informasi yang

Menetapkan Tim fasilitasi sengketa

untuk menguPaYakan

informasi, yang dibentuk oleh

Diaiukan dalam

paling lambat

14 (empat belas)

dari Atasan

Diketuai oleh PPID Pembantu dan

beranggotakan Tim Pertimbangan,

iabat yang menangani bidang

m, pejabat fungsional, serta JFU

sesuai dengan kebutuhan

ima laporan Proses Penanganan

Sengketa lnformasi Publik.


